
bag' Pldpiai dan Anogora oFRo X
Penbayasn dai p€4! men nlau

14 rshu 2005 bnbis runjanssn p

BUPATI JEPARA 

PEATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR dl TAHUN 20O8 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1A TAHUN 20OS 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

BUPATI JEPARA. 

Menimbang 

Mengingat 

a bahwa dengan memperhatikan kondist perekonomian nasional 
yang berimphkasi pada perekonomian daerah khususnya di 
Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan biaya sewa rumat 
bag Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, maka 
petlu adaya peryesuaan pernbiaryaan dan prlu meninja 
embali Peraturan Bupati J@para Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Petwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

b. bahwa berdasarkan surat Kpala Keturahan Pengkol tang9al 
11 Desember 2008 nomor 4134 / 185 / XII / 2008, Kepala 
Kelurahan Kauman tanggal 11 Desember 2008 nomor 
648.1 / 102 dan Kepala Kelurahan Potroyudan tanggal 
13 Desember 2008 nomor 0452 4 218 peniha Taip Sewa 
Rumah di Kelurahan yang bersangkutan diambah dengan biaya 
Telepon, Listnik dan Air Bersih, dinyatakan batwa harga sewa 
rumah terendah sebesat R 30 000.00O- dan tertinggi 
Rp. 50.000.000,- per tatun 

c bahwa berdasaran pertimnbangan sebagaimana ioak.sud 
dalamn huruf a dan hurut b, perlu menetapkan peraturan Bupati 
Jepara tentang Perubahan Atag Peraturan Bupati Jepara Nomnor 
14 Tahu 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewa Penwakila Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepata 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerahdaerah Kabupaten Dalamn Lingkungan Propinsi Jara 
Tengah 
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2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nam&r 3263), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200O 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 127 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom@r 3985 

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan 
perwakitan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4310) 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tntang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 
Nomnor S, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 4355) 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S3, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nmor 4389y 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emenintatan 
Daerah (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom0r 4437) gebagairana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Namor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nomar 4844 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antata Peerintah Pusat dan Pererintah Daerah 
(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tabun 2004 Namor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4438) 

9. Peraturan Pemerintah Namor 24 Tahun 2004 Tetag 
Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Reputli 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
beberapa kalt dibah terakhir dengan Peraturan Pererintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pererintah Nomor 4 Tghun 2004 tentang 
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Keduduksn Protokoler Dan Keuangan piepinan Dan Anggo0ta 
DPRD (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 20OT 
Nomnor 47_Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712) 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2009 Nmgr 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norr 4578); 

1Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Narmor Tahu 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupater Jepara Tahun 2004 Nomor 25) 
sebagaimana telah beberapa kahi dibah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Ats Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8 Tahun 20O4 tentang edudukan Keuangar 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerat 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2) 

12 Peraturan Daerah Kabupaten J@para Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Poko-po«ok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahon 2006 Nomor 10 
ambaha Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3); 

13 Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwaktan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Benita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomnor 13) 

ME MU TUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATT JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

PAsal l 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Norr 14 Tahun 2005 tentang Tunjan1ga0 
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 13), diubah sebagai 
berikut 
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Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut 

Pasat 2 

1 pmnpinan dan Anggota DPRD iberkan tuniang.an perumahan alam bentuk uang 
sebesat RD. 3650.000 (ig'@_juta enam ratus lira puluh ribu rupiah) dibayarkan 
setiap bulan terhitung mud tahnggal pengucapan sumpah/ janj 

2. Tunijangan perumaha sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dikenakan papal 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak diberikan apabila 
Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan bagi impinan DPRD atau 
rumah dinas bagi anggota DRD 

Pasal If 

Peraturan iri mulai berlaku pada tanggal 1 Januai 200g 

Dietapkan di Jepara kc ace8 
pada tanggat a 0e4em''f 

BUPATI JEP 

° HENDRO MARTOJO 

Diundangkan de4epa, ga 
pada tan9gal AA Leu0S 

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 333 
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